Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MTSS AULADUL AS'ADIYAH AJANGMATEKKO

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermutu, periu memberikan kesempatan
masvarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa madmasah vang tercantum di bawah ini telah
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perin menetapkan Keputiisan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian lzin
Opernsional Pendirian Madrasabh MTsS Auladul As'adivah

Ajangmatekko

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nastonal {Lembaran Negam Republik Indonesja
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosert (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembairan Negara Republik Indonesia
Momor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496} schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemeriniah Nomor 32 Tehun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembarman Negarm
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintaly Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidilkan Daesar  [Lembaran  Negama Repuhblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 990, TamlbFahan Lemborsaes

Negarn Republik Indonesin Nomaor 4863);

Peratiran  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negam Republik Indonesin
Tahin 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negars Republilc
Indonesin Nomor 4864,

Peraturan Pemerintabh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Oor
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negarmm Republik Indonesin Nomor
404 1§,



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 entang Pengelolaan dan
Penyelenggarsan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana  dan  Prasarana Unink  Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tertang  Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah  menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menter
Pendidikan Nastonal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tabun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahtin 20012
Namor 206) sebaganimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1381);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah  Nomor  B-03256/KW.73/ND-3/30/V1/2020
Tanggal 30 Juni 2020
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bone Nomor: B-00005/KK 7A08/REK-Z/01 /vI1/
2R Tarviggal o 1 Vuli 2020

BAEBALIT L S ELATY

Monemaphkan : KEPUTUSAN MENTRRI AGAMA REPUBLIK INDHONESIA TENTANG
FEMBERIAN [XIN OFERASIONAL FENDIRIAN MADRASAH MTS5
AULADUL ASADIYAH AJANGMATERED
KESATL : Memberikan  izin  operasional  pendirian madrasah kepads
madrasah scbagaimana  tercantum  dalam lampiran vang
merupakan bagian tidak terplaahkan dar Keputusan ind.
KEDUA s Betelah jangka wakiu 4 jempat] tahun, KEepala Madrasah vang
bersanplutomn wajils
o menyampailan lpormn perkemboangnn moadrasali  kepada
Kepala Kantor Kementerian Agsma ving oemuat  paling
aedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
Eurikujlum, pelnkssnann pomenohan standar sSarmos
prasarans, dan pelaksanann pemenuhan standar pendidilk
dan tenaga kependidikan; dan /atau



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

b mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-8/M sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggarnan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat  peringkat minimal ©, maks zin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinidsi memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditas] sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat  peringkat mimimal €, makas izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada 1anggal 30 Jumni 2020

AN, MENTERI AGAMA RI
T@Fm KANTOR WILAYAH
AMA PROVINGI




